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TINJAUAN PUSTAKA

A. Apotek

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1027/MENKES/SK/1X/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek

yang menjelaskan mengenai apotek di antaranya:

1. Standar Pelayanan Kefarmasian Apotek
a. Sebagai pedoman praktik apoteker dalam menjalankan tugasnya.
b. Untuk melindungi masyarakat dari pelayanan yang tidak profesional.
c. Melindungi profesi dalam menjalankan praktik kefarmasian.

2. Pengertian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Apotek™ adalah toko tempat
meramu dan menjual obat berdasarkan resep dokter serta memperdagangkan
barang medis." Pengertian apotek menurut Keputusan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 1332/MenKes/SK/X/2002, Apotek adalah suatu
tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian penyaluran

perbekalan farmasi kepada masyarakat.

Pekerjaan kefarmasian yang dimaksud diantaranya pengadaan obat,
penyimpanan obat, pembuatan sediaan obat, peracikan, penyaluran dan

penyerahan perbekalan farmasi serta memberikan informasi kepada masyarakat

' Wikipedia. Apotek. http://id.wikipedia.org/wiki/Apotek .Diakses 13 April 2016



mengenai pembekalan kefarmasian yang terdiri dari obat, bahan obat, obat
tradisional, alat kesehatan dan kosmetik. Tidak hanya menjalankan pekerjaan
kefarmasian, tetapi tugas pokok dan fungsi apotek juga harus dijalankan

dengan sebaik—baiknya sesuai dengan standard prosedur yang telah ditetapkan.
Pengelolaan yang biasa dilakukan di apotek antara lain:
a. Pengadaan

Apotek menggunakan sistem pemesanan salesman yang datang
langsung ke apotek atau melalui pesawat telepon untuk memenuhi
pengadaan barang. Masalah yang sering dihadapi di apotek dalam
pengadaan yaitu keterlambatan dalam pengadaan obat yang disebabkan oleh
kekosongan pabrik, dalam mengatasi masalah ini dilakukan dengan cara
memesan obat dari jauh—jauh hari dan tidak menunggu stok obat tersebut
kosong.? Pemesanan dari jauh-jauh hari ditujukan agar apotek mempunyai
cadangan stok apabila persediaan obat-obatan yang dimaksud menipis dan
permintaan akan obat tersebut terus ada setiap hari, sehingga pasien atau

masyarakat tidak perlu khawatir akan ketersediaan obat.
b. Penyimpanan

Untuk menyimpan sediaan obat dan alat kesehatan di apotek di susun
berdasarkan abjad, bentuk sediaan dan stabilitas atau kesesuaian suhu pada

penyimpanan obat dan yang dimaksudkan dalam hal tersebut yaitu:

2 Hartini, Yustina Sri dan Sulasmono, 2010, Apotek Beserta Naskah Peraturan Perundang-
Undangan Terkait Apotek Termasuk Naskah dan Ulasan Permenkes tentang Apotek Rakyat Edisi
Revisi Cetakan Ketiga, Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma.
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1)

2)

3)

4)

Golongan obat

Penyimpanan obat berdasarkan golongan obat, seperti obat bebas, bebas
terbatas obat keras dan obat narkotik. Tidak mengalami masalah yang

berarti dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Abjad

Penyimpanan obat yang letaknya berdasarkan abjad agar dalam

pencarian dan pngelolaan obat tidak terganggu.

Bentuk sediaan

Penyimpanan obat berdasarkan bentuk sediaannya, seperti sirup bebas,

sirup ASKES, salep, injeksi, cairan dan lain-lain.

Suhu

Penyimpanan obat berdasarkan suhu penyimpanan agar obat tidak
rusak, seperti insulin disimpan dalam lemari es supaya tidak merusak

bentuk dan khasiatnya.

. Penyaluran

Penyaluran obat di apotek dilakukan dengan 2 (dua) macam cara,

diantaranya:

1)

Resep

Resep yang dilayani ada dua yaitu resep ASKES dan non ASKES
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2)

Non resep

Pembelian obat yang dilakukan tidak menggunakan resep atau
penjualan obat bebas. Masalah yang sering dihadapi adalah penyaluran
obat psikotropika yang disalurkan bebas tanpa menggunakan resep
dokter maupun petunjuk dokter, penyaluran itu tidak sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

d. Pelaporan

Pelaporan di apotek antara lain:

1)

2)

Laporan harian merupakan laporan yang berisikan tentang barang yang
terjual, pengeluaran dan pemasukan obat yang masuk. Laporan harian
yang dilakukan sesuai jumlah obat yang masuk dan keluar setiap
harinya.

Laporan bulanan biasanya berisi tentang laporan obat golongan
Narkotika dan Psikotropika yang masuk dan keluar dalam kurun waktu

satu bulan.

Laporan Narkotika dan Psikotropika dilakukan oleh seorang
asisten apoteker yang diserahkan kepada Dinas Kesehatan dan laporan
narkotika dan psikotropika diserahkan setiap bulan sebelum tanggal 10,

disertai dengan surat pengantar dari apoteker pengelola.
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Dalam penulisan obat-obatan yang didalamnya mengandung
Narkotika dan Psikotropika harus memenuhi beberapa syarat-syarat,

diantaranya:

1) Ditulis oleh dokter serta diberi garis merah di bawah obat,
2) resep berlaku hanya satu kali/ tidak boleh di salin,
3) ada alamat dokter,

4)  ada alamat pasien.’

e. Pengelolaan Sumber Daya

1) Sumber Daya Manusia

Sesuai ketentuan perundangan yang berlaku apotek harus dikelola
oleh seorang apoteker profesional. Dalam pengelolaan apotek, apoteker
senantiasa harus memiliki kemampuan menyediakan dan memberikan
pelayanan yang baik, mengambil keputusan yang tepat, mampu
berkomunikasi antar profesi, menempatkan diri sebagai pemimpin
dalam situasi multidisipliner, kemampuan mengelola SDM secara
efektif, selalu belajar sepanjang karier dan membantu memberi

pendidikan dan memberi peluang untuk meningkatkan pengetahuan.
2) Sarana dan Prasarana

Apotek berlokasi pada daerah yang dengan mudah dikenali oleh

masyarakat. Pada halaman terdapat papan petunjuk yang dengan jelas

® Ibid, him 24
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tertulis kata apotek. Apotek harus dengan mudah di akses anggota
masyarakat. Pelayanan produk kefarmasian diberikan pada tempat
terpisah dari aktivitas pelayanan dan penjualan produk lainnya, hal ini
berguna untuk menunjukkan integritas dan kualitas produk serta

mengurangi resiko kesalahan penyerahan.

Apotek harus memiliki:

a) Ruang tunggu yang nyaman bagi pasien.

b) Tempat untuk mendisplai informasi bagi pasien, termasuk
penempatan brosur/materi informasi.

¢) Ruangan tertutup untuk konseling bagi pasien yangt dilengkapi
dengan meja dan Kkursi serta lemari untuk menyimpan catatan
medikasi pasien.

d) Ruang racikan.

e) Tempat pencucian alat.

f. Tata Cara Pemberian Izin Apotik

Ketentuan dan tata cara pemberian izin apotek diatur dalam
Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor 1332/MenKes/SK/X/2002 tentang
perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI Nomor
922/MenKes/Per/X/1993. lzin apotek diberikan oleh Menteri yang
kemudian wewenang pemberian izin dilimpahkan kepada Kepala Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota.

14



B. Pengawasan

1. Pengawasan berdasarkan Hukum Tata Negara (HTN)

Pengawasan adalah istilah yang cukup umum di dengar terutama
menyangkut hukum Tata Negara. Seperti kita ketahui, salah satu tugas
DPR atau DPRD adalah melakukan fungsi pengawasan. Kita juga
mengenal istilah pengawasan terhadap keuangan negara. Di dalam
leglislatif dan yudikatif, pengawasan menempati posisi penting untuk
menentukan keberhasilan suatu manajemen organisasi. Melalui
pengawasan, akan diketahui kenyataan sebenarnya mengenai objek yang

diawasi, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

Pengawasan merupakan sarana untuk menghubungkan target
dengan realisasi setiap program atau kegiatan proyek yang harus
dilaksanakan oleh pemerintah. Fungsi pengawasan dapat dilakukan setiap
saat, baik selama proses manajemen dan administrasi berlangsung,
maupun setelah berakhir untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan

suatu organisasi atau unit kerja.

Istilah pengawasan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris
controlling yang merupakan salah satu fungsi manajemen. Makna istilah
pengawasan agaknya tidak terlalu sulit untuk dipahami, bahkan hampir
semua orang sudah tahu apa yang dimaksud dengan pengawasan, tetapi
untuk memberi batasan mengenai pengertian pengawasan tidaklah

mudabh.
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Beberapa pengertian pengawasan menurut para ahli:*

a.

Menurut Rahman Lubis, pengawasan adalah proses kegiatan untuk
mengetahui  hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan, untuk
memperbaiki kemudian mencegah sehingga pelaksanaannya tidak
berbeda dengan rencana yang telah ditetapkan.”

Sondang Siagian juga menjelaskan bahwa pengawasan adalah proses
pengamatan keseluruhan kegiatan organisasi untuk menjamin agar
semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana
sebelumnya yang direncakan.®

George R. Terry juga menyimpulkan pendapat yang mengatakan
bahwasannya pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus
dicapai yaitu standar, apa yang dilakukan yaitu menilai pelaksanaan
dan bila perlu melakukan perbaikan—perbaikan sehingga pelaksanaan

sesuai rencana, yaitu selaras dengan standar.’

Berdasarkan beberapa pengertian pengawasan menurut ahli

tersebut, dapat dikatakan bahwa pengawasan pada dasarnya dilaksanakan

selama proses pelaksanaan kegiatan tersebut sampai berakhirnya suatu

kegiatan yang berguna untuk menjamin bahwa penyelenggaraan seluruh

proses administrasi dan manajemen dapat tercapai efisien, efektif,

ekonomis, dan produktif. Dengan demikian pengawasan bukan hanya

* Raharjo Adisasmita, 2011, Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah, Yogyakarta, Graha

IImu.

®H. Ibrahim Lubis, 1985, Pengendalian dan Pengawasan Proyek dalam Manajemen, Jakarta,
Ghalia Indonesia.

® Sondang P. Siagian, 2004, Filsafat Administrasi, Yogyakarta, Bumi Aksara, him 135.

" George R. Terry, 2006, Prinsip-Prinsip Manajemen, Yogyakarta, Bumi Aksara.
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untuk mencari kesalahan—kesalahan tetapi berusaha untuk menghindari

penyimpangan-penyimpangan dari suatu rencana.?
2. Pengawasan Berdasarkan Penyelenggaraan Apotek

Pengawasan berdasarkan penyelenggaraan apotek mempunyai arti
peranan dari pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap
apotek sesuai dengan tata cara menurut peraturan perundang—
undangan yang telah dibuat oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah
menyerahkan wewenang terhadap penyelenggaraan apotek kepada
dinas terkait yaitu Dinas Kesehatan. Untuk menjalankan semua
regulasi dari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan

penyelenggaraan apotek di Kabupaten Bantul.

Pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait terhadap

penyelenggaraan apotek, yaitu:

1) Perijinan terhadap penyelenggaraan apotek.

2) Administrasi dalam proses pelayanan yang dilakukan apotek.

3) Pelaporan SIPNAP (Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika).
4) Tata cara dalam pengelolaan obat yang dilakukan oleh apotek.

5) Pelayanan yang diberikan oleh apotek kepada pembeli (pasien).’

3. Pengawasan Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia

®Riski Leonardi Pasoa, Pengertian Pengawasan Menurut Para Ahli, Diakses 14 April 2016
http://everythingaboutvanrush88.blogspot.co.id/2015/08/pengertian-pengawasan -menurut-para-
ahli.html?

° Wawancara dengan Fathonnah, tanggal 13 April 2016 di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten
Bantul.
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Pengawasan yaitu penilikan dan penjagaan, penilikan dan
pengarahan kebijakan jalannya perusahaan; melekat pengawasan yang
langsung dilakukan oleh pejabat terhadap bawahannya di setiap
organisasi atas setiap tugas yang menjadi tanggung jawab bawahannya
itu; preventif pengawasan terhadap peraturan daerah dan keputusan
kepala daerah mengenai pokok tertentu yang akan berlaku sesudah ada
pengarahan oleh pejabat berwenang; represif penangguhan atau
pembatalan peraturan daerah atau keputusan kepala daerah oleh
pejabat berwenang; umum pengawasan yang dilakukan pemerintah

pusat terhadap segala kegiatan usaha pemerintah daerah.°

4. Hubungan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Apotek Berdasarkan

Hukum Tata Negara

Dengan berdasarkan pengertian—pengertian yang telah
dikemukakan, maka tersusunlah arti penting pengawasan
penyelenggaraan apotek yaitu proses pelaksaan kegiatan pelaksanaan
penyelenggaraan apotek dari saat mulainya pelaksanaan sampai
berakhirnya kegiatan yang berguna untuk menjamin adanya perijinan,
administrasi, tata cara, pelayanan yang baik dalam penyelenggaraan
apotek agar tercapai efisien, efektif, ekonomis, dan produktif yang

dilakukan tidak hanya untuk mencari kesalahan—kesalahan, tetapi

1% Kamus besar Bahasa Indonesia, Pengertian Pengawasan, Diakses 14 April 2016
http://kbbi.web.id/awas
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untuk mencegah terjadinya penyimpangan—penyimpangan dalam

pelaksanaan penyelenggaraan apotek.

C. Dinas Kesehatan

1.

3.

Kedudukan

a. Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

b. Kepala Dinas Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
dengan peraturan dan perundang—undangan yang berlaku.

Fungsi

Dinas Kesehatan mempunyai fungsi pelaksana rumah tangga di
bidang kesehatan, palaksana tugas perbantuan, dan tugas lain—lain yang

diberikan oleh Kepala Dinas.

Tujuan

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut Dinas

Kesehatan Kabupaten Bantul mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

a. Menyusunan rencana dan program kebijaksanaan teknis di bidang
kesehatan.
b. Melaksanakan pembinaan umum di bidang kesehatan berdasarkan

kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati.
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c. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang upaya pelayanan kesehatan
dasar dan upaya pelayanan kesehatan rujukan dan farmasi
berdasarkan kebijaksanaan yang di tetapkan Bupati.

d. Melaksanakan pembinaan operasional sesuai kebijakan yang di
tetapkan oleh Bupati.

e. Memberikan perijinan di bidang kesehatan sesuai kebijaksanaan
yang di tetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang
kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Melaksanakan pengendalian dan pembinaan UPTD dalam lingkup
tugasnya.

h. Malaksanakan pengelolaan rumah tangga dan tata usaha dinas.

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang

tugasnya.™

! Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Profil Dinas Kesehatan, Diakses 14 April 2016.
http://dinkes .bantulkab.go.id/hal/profil.
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